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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya 

sehingga penyusunan Rencana Kerja SKPD Perubahan  Dinas Perternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan 

baik. Rencana Kerja SKPD Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan Kabupaten Tanah 

Laut merupakan sebuah rancangan awal perencanaan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada perubahan 2023. 

Sesuai dengan VISI dan MISI Bupati Tanah Laut tahun 2018 s/d 2023 dengan 

Misi BERINTEGRASI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi). Adapun 

dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi tersebut Dinas Perternakan dan 

Kesehatan Hewan  Kabupaten Tanah Laut  berupaya untuk mewujudkan pencapaian 

Misi ke 5 yaitu Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintah Dalam 

Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

Untuk meningkatkan mutu penyajian Rencana Kerja SKPD Dinas 

Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 

berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta 

partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan hasil yang akurat sehingga 

penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini dapat terselesaikan. 

 

 
Pelaihari,                    2023 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen 

perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati 

Tanah Laut Tahun 2018 Tanggal 31 Mei 2017. Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD). 

RKPD memiliki peranan penting dalam kerangka perencanaan dan 

penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan tahunan (Renja) dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, 

maka Dinas Perternakan dan  Kesehatan Hewan  Kabupaten Tanah Laut yang 

merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang perternakan, Kesehatan hewan dalam menyusun Rencana 

Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan  Kabupaten Tanah Laut 

berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut No. 81 Tahun 2016. 

Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup: 

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 

lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD 

pada tahun bersangkutan. 

2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala 

prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD. 

3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan 

kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan 



 
 

  

kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal 

RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan 

awal tersebut. 

4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan 

memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan. 

5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan 

SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk 

rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan 

dari SKPD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan 

Musrenbang Kabupaten/Kota. 

6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis 

dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan 

SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. 

7. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang 

direncanakan dalam bentuk rancangan Renja perubahan  SKPD, dengan 

memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD 

serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format 

usulan memperhatikan format RKA SKPD. 

8. Rancangan Renja Perubahan SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi 

program dan untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD tahun 

sebelumnya. 

 

1.2 Landasan Hukum 

1. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. 

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421). 

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 



 
 

  

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Dan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian 

Tugas Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut; 

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 113 tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2017. 

11. Surat Edaran Bupati Nomor 050.13/048/Bappeda/2023 tentang Penyusunan 

Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024. 

 
1.3 Maksud dan Tujuan 

Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi 

kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih 

bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan 

pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dokumen Rancangan Renja Perubahan SKPD Tahun 2023 berdasarkan 

Permendri Nomor 86 Tahun 20217 sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja Perubahan, dasar hukum, 

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan. 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan 

dengan target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
 

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas 

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD. 



 
 

  

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

Berisi tentang rencana kerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang akan 

di laksanakan. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan 

perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya 

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaa 

dan rencana tindak lanjut 



 
 

 

 

BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 
 
 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah 

Penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perternakan dan 

Kesehatan Hewan  Kabupaten Tanah Laut tertuang dalam Rencana Kerja Dinas 

Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan tercapai atau 

tidaknya pelaksanaan Sub kegiatan, kegiatan atau program yang telah disusun dapat 

dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pada Rencana Kerja (RENJA) 

Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan  Kabupaten Tanah Laut ini menyajikan dasar 

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah 

diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Tanah Laut selama tahun 2022. 

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Tahun Anggaran 2022 Dinas 

Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Telah melaksanakan 5 (tiga) 

Program yang didalamnya terdapat 15 (lima belas ) kegiatan dan 28 (Dua  Puluh Delapan 

) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 9.918.882.192,- dan Realisasi 

Anggaran Sebesar Rp. 8.945.009.054,- dengan serapan anggaran mencapai 90,18%. 

Adapun program yang berkaitan dengan renstra telah mencapai hasil yang cukup 

maksimal dan tidak maksimal, diantaranya yaitu: 

 Tabel 1. Program, Anggaran, Realisasi dan Presentase TA. 2022 

Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  
 

    

Pagu 
Anggaran 

Realisasi sisa pagu % 

        
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

      

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERTANIAN 

9.918.882.192 8.945.009.054 
           

973.873.138  
90,18 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

8.136.201.336 7.432.898.212 
           

703.303.124  
91,36 

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

15.303.164 12.731.530 
                

2.571.634  
83,20 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

7.908.000 
                   

6.578.800  
                

1.329.200  
83,19 



 
 

 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
7.395.164 

                   
6.152.730  

                
1.242.434  

83,20 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

6.782.276.785 6.175.140.325 607.136.460 91,05 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

6.775.361.825 
             

6.169.168.499  
            

606.193.326  
91,05 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

6.914.960 
                   

5.971.826  
                   

943.134  
86,36 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

296.011.826 279.208.786 16.803.040 94,32 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

9.317.707 
                   

8.067.750  
                

1.249.957  
86,59 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

68.030.919 
                 

57.313.000  
              

10.717.919  
84,25 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

14.995.200 
                 

12.505.050  
                

2.490.150  
83,39 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang- undangan 

3.828.000 
                   

1.590.000  
                

2.238.000  
41,54 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

199.840.000 
                

199.732.986  
                   

107.014  
99,95 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

2.887.088 2.880.000 
                      

7.088  
99,75 

Pengadaan Mebel 2.887.088 
                   

2.880.000  
                      

7.088  
99,75 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

800.738.773 772.028.047 28.710.726 96,41 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

99.985.143 
                 

81.153.887  
              

18.831.256  
81,17 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

700.753.630 
                

690.874.160  
                

9.879.470  
98,59 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

238.983.700 190.909.750 48.073.950 79,88 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

99.383.700 
                 

77.155.800  
              

22.227.900  
77,63 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

120.000.000 
                

103.288.950  
              

16.711.050  
86,07 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

19.600.000 
                 

10.465.000  
                

9.135.000  
53,39 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

    
                              

-  
  

PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN SARANA 
PERTANIAN 

175.185.000 155.245.194 
             

19.939.806  
88,62 

Pengelolaan Sumber Daya Genetik 
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro 
Organisme Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

99.925.000 
                 

99.305.465  
                   

619.535  
99,38 

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 
99.925.000 

                 
99.305.465  

                   
619.535  

        99,38  



 
 

 

Peningkatan Mutu dan Peredaran 
Benih/bibit ternak danTanaman 
Pakan serta pakan dalam daerah 
Kabupaten/Kota 

27.560.000 
                 

18.134.480  
                

9.425.520  
65,80 

Pengawasan mutu benih/bibit ternak, 
bahanpakan.pakan/tanaman 
skalaKecil 

27.560.000 
                 

18.134.480  
                

9.425.520  
65,80 

Pengendalian dan Pengawasan 
Penyediaan dan Peredaran 
Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 
Pakan Ternak dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

47.700.000 
                 

37.802.250  
                

9.897.750  
79,25 

Pengawasan produksi benih/bibit 
ternak dan HTP, Bahan 
Pakan/Pakan 

47.700.000 
                 

37.802.250  
                

9.897.750  
79,25 

PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN 

830.385.989 785.250.850 
             

45.135.139  
94,56 

Pengembangan Prasarana Pertanian 
57.886.000 

                 
40.559.550  

              
17.326.450  

70,07 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Prasarana Pendukung Pertanian 
Lainnya 

57.886.000 
                 

40.559.550  
              

17.326.450  
70,07 

Pembangunan Prasarana Pertanian 
772.499.989 744.691.300 

              
27.808.689  

96,40 

Pembangunan rehabilitas dan 
pemeliharaan jaringan irigasi usaha 
tani 

157.500.000 
                

157.500.000  
                              

-  
100,00 

 
Pembangunan rehabilitas dan 
pemeliharaan jalan usaha tani 

 
315.000.000 

                
315.000.000  

                              
-  

 
100,00 

Pembangunan rehabilitasi dan 
pemeliharaan prasarana pertanian 
lainnya 

299.999.989 
              

272.191.300  
              

27.808.689  
90,73 

          

PROGRAM PENGENDALIAN 
KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN MASYARAKAT 
VETERINER 

619.160.328 483.885.992 
           

135.274.336  
78,15 

Penjaminan Kesehatan Hewan, 
Penutupan dan Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit Hewan Menular 
Dalam daerah Kabupaten/Kota 

555.782.579 443.536.450 
            

112.246.129  
79,80 

Pengendalian dan Penanggulangan 
Penyakit Hewan dan Zoonosis 

36.796.990 
                 

34.255.750  
                

2.541.240  
93,09 

Pembebasan Penyakit Hewan 
Menular dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

518.985.589 
                

409.280.700  
            

109.704.889  
78,86 

Pengawasan Pemasukan dan 
Pengeluaran Hewan dan Produk 
Hewan Daerah Kabupaten/kota 

20.963.000 
                 

14.470.000  
                

6.493.000  
69,03 

Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan 
Produk Hewan di Perbatasan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

20.963.000 
                 

14.470.000  
                

6.493.000  
69,03 

Penerapan dan pengawasan 
persyaratan Teknis Kesehatan 
Mayarakat Veteriner 

42.414.749 25.879.542 
              

16.535.207  
61,02 

Pendampingan Unit Usaha Hewan 
dan Produk Hewan 

42.414.749 
                 

25.879.542  
              

16.535.207  
61,02 



 
 

 

PROGRAM PENYULUHAN 
PERTANIAN 

157.949.539 87.728.806 
             

70.220.733  
55,54 

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 
157.949.539 87.728.806 

              
70.220.733  

55,54 

Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di Kecamatan 
dan Desa 

107.176.139 
                 

72.258.152  
              

34.917.987  
67,42 

Pembentukan badan usaha milik 
petani 

50.773.400 
                 

15.470.654  
              

35.302.746  
30,47 

 
 
 
Tabel 2. Realisasi dan Presentase Pendapatan  TA. 2022 
 
 

Uraian Jumlah Anggaran 
2022 

Capain 
Anggaran 2022 

Sisa Anggaran 
 

1 2 3 4 

PENDAPATAN DAERAH 
 

500.000.000,00   

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 
 

  

Retribusi Daerah 
 

300.000.000,00 249.238.000,00 50.762.000,00 (83%) 

Retribusi Daerah 
Retribusi Penyediaan Fasilitas 
Pasar/Pertokoan yang dikontakkan 
 

238.800.000,00 189.442.000,00 49.358.000,00 (79%) 

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 
 

61.200.000,00 59.796.000,00 1.404.000,00 (98%) 

Lain- Lain yang sah 
 

200.000.000,00 - - 

Hasil Penjualan Aset Lainnya 
(Penggaduhan Ternak Sapi) 
 

200.000.000,00 - - 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
 

- 331.168.000,00  

Peerimaan pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan pereaturan per UUan 

- 331.168.000,00 (131.168.000,00) – 
(166%) 
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Tabel T.C.29 

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN 

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022 

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

 
 

                 

Sasaran 
RKPD 

Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 
Kegiatan 

  

Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan 

    

(output) 
Target kinerja dan 

anggaran berjalan tahun 
2022 (n-1) yang dievaluasi 

Realisasi Capaian Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

yang dievaluasi (2022) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 
Realisasi 

Anggaran RKPD 
Tahun 2022 (%) 

        

        I II III IV     

      7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 

2 3 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

  Semua Bidang 

  

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  100 

 
8.136.201.336,00  

                                
25,00  

 
2.085.073.529,00  

                               
50,00  

 2.042.142.610,00  

                               
75,00  

 
2.042.142.610,00  

  

 2.042.142.610,00  

  

 
7.432.898.212,00  

  

                  
91,36  

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 15.303.164,00   3.825.791,00   3.825.791,00   3.825.791,00   3.825.791,00   12.731.530,00  
                 

83,20  

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  7.908.000,00  

                   
1.977.000,00  

                
1.977.000,00  

               
1.977.000,00  

                
1.977.000,00  

                                     
6.578.800,00  

                  
83,19  

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

 7.395.164,00  
                    

1.848.791,00  
                 

1.848.791,00  
                

1.848.791,00  
                 

1.848.791,00  
                                      

6.152.730,00  
                 

83,20  

  

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase 
pembayaran 
gaji dan 
tunjangan 
ASN dan 
penyelesaian 
laporan 

100 
 

6.782.276.785,00  
                                

25,00  
 

1.695.569.196,00  
   1.695.569.196,00    

 
1.695.569.196,00  

   1.695.569.196,00    
 

6.175.140.325,00  
  

                  
91,05  
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Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

keuangan 
tepat waktu*) 
(%) 

100 
 

6.775.361.825,00  
        
1.693.840.456,00  

  
     
1.693.840.456,00  

  
     
1.693.840.456,00  

  
     
1.693.840.456,00  

  
                            

6.169.168.499,00  
  

                  
91,05  

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

100  6.914.960,00  
                   
1.728.740,00  

  
                
1.728.740,00  

  
               
1.728.740,00  

  
                
1.728.740,00  

  
                                      

5.971.826,00  
  

                 
86,36  

  

                          

  

                          

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100  296.011.826,00   125.026.148,00     56.995.229,00     56.995.229,00     56.995.229,00  
                          

2,00  
 279.208.786,00  

     
0,25  

                 
94,32  

  

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah 
Pembayaran 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

100  9.317.707,00  
                                
25,00  

                  
2.329.429,00  

  
               
2.329.429,00  

  
              
2.329.429,00  

  
               
2.329.429,00  

  
                                     

8.067.750,00  
  

                 
86,59  

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

(Orang) 100  68.030.919,00     68.030.919,00                
                                   

57.313.000,00  
  

                 
84,25  

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

  

100  14.995.200,00  
                                

27,00  
                  

3.748.800,00  
  

               
3.748.800,00  

  
              

3.748.800,00  
  

               
3.748.800,00  

                          
2,00  

                                   
12.505.050,00  

      
1,00  

                 
83,39  

 

Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang- 
undangan 

  

100  3.828.000,00  

  
                      
957.000,00    

                   
957.000,00    

                   
957.000,00    

                   
957.000,00    

                                      
1.590.000,00  

  

                  
41,54  

 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

  

100  199.840.000,00  

  
               
49.960.000,00    

            
49.960.000,00    

           
49.960.000,00    

            
49.960.000,00    

                                
199.732.986,00  

  

                 
99,95  
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Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

100  2.887.088,00  

  

 721.772,00  

  

 721.772,00  

  

 721.772,00  

  

 721.772,00  

  

 2.880.000,00  

  

                 
99,75  

 

Pengadaan Mebel 

  

100  2.887.088,00  

  
                       
721.772,00    

                    
721.772,00    

                    
721.772,00    

                    
721.772,00    

                                     
2.880.000,00  

  

                 
99,75  

 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

100  800.738.773,00  

  

 200.184.697,00  

  

 200.184.697,00  

  

 200.184.697,00  

  

 200.184.697,00  

  

 772.028.047,00  

  

                  
96,41  

 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

  

100  99.985.143,00  

  
               
24.996.288,00    

            
24.996.288,00    

           
24.996.288,00    

            
24.996.288,00    

                                    
81.153.887,00  

  

                   
81,17  

 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

  

100  700.753.630,00  

  
              
175.188.409,00    

           
175.188.409,00    

          
175.188.409,00    

           
175.188.409,00    

                                
690.874.160,00  

  

                 
98,59  

 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

100  238.983.700,00  

  

 59.745.925,00  

  

 84.845.925,00  

  

 84.845.925,00  

  

 84.845.925,00  

  

 190.909.750,00  

  

                 
79,88  

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan   

100  99.383.700,00  

  
               
24.845.925,00    

            
24.845.925,00    

           
24.845.925,00    

            
24.845.925,00    

                                   
77.155.800,00  

  

                 
77,63  

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan   

100  120.000.000,00  

  
               
30.000.000,00    

            
30.000.000,00    

           
30.000.000,00    

            
30.000.000,00    

                                
103.288.950,00  

  

                 
86,07  

 

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  

100  19.600.000,00  

  
                  
4.900.000,00    

            
30.000.000,00    

           
30.000.000,00    

            
30.000.000,00    

                                   
10.465.000,00  

  

                 
53,39  

 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

100   

                  

  

  

  



16 

 
 

 

 

PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

  

100  175.185.000,00  

  

 43.796.250,00  

  

 43.796.250,00  

  

 43.796.250,00  

  

 43.796.250,00  

  

 155.245.194,00  

  

                 
88,62  

 

Pengelolaan Sumber Daya 
Genetik (SDG) Hewan, 
Tumbuhan, dan Mikro 
Organisme Kewenangan 
Kabupaten/Kota   

100  99.925.000,00  

  

 24.981.250,00  

  

 24.981.250,00  

  

 24.981.250,00  

  

 24.981.250,00  

  

                 
99.305.465,00  

  

                 
99,38  

 

Pemanfaatan SDG 
Hewan/Tanaman 

  

100  99.925.000,00  

  
                
24.981.250,00    

             
24.981.250,00    

            
24.981.250,00    

             
24.981.250,00    

                                  
99.305.465,00  

  

                 
99,38  

 

Peningkatan Mutu dan 
Peredaran Benih/bibit 
ternak danTanaman Pakan 
serta pakan dalam daerah 
Kabupaten/Kota   

100  27.560.000,00  

  

 6.890.000,00  

  

 6.890.000,00  

  

 6.890.000,00  

  

 6.890.000,00  

  

                   
18.134.480,00  

  

                 
65,80  

 

Pengawasan mutu 
benih/bibit ternak, 
bahanpakan.pakan/tanaman 
skalaKecil 

  

100  27.560.000,00  

  
                  
6.890.000,00    

               
6.890.000,00    

              
6.890.000,00    

               
6.890.000,00    

                                    
18.134.480,00  

  

                 
65,80  

 

Pengendalian dan 
Pengawasan Penyediaan 
dan Peredaran Benih/Bibit 
Ternak, dan Hijauan Pakan 
Ternak dalam Daerah 
Kabupaten/Kota   

100  47.700.000,00  

  

 11.925.000,00  

  

 11.925.000,00  

  

 11.925.000,00  

  

 11.925.000,00  

  

                 
37.802.250,00  

  

                 
79,25  

 

Pengawasan produksi 
benih/bibit ternak dan HTP, 
Bahan Pakan/Pakan 

  

100  47.700.000,00  

  
                 
11.925.000,00    

              
11.925.000,00    

             
11.925.000,00    

              
11.925.000,00    

                                  
37.802.250,00  

  

                 
79,25  

 

PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
PRASARANA PERTANIAN 

  

100  830.385.989,00  

  

 786.971.489,00  

  

 14.471.500,00  

  

 14.471.500,00  

  

 14.471.500,00  

  

 785.250.850,00  

  

                 
94,56  

 

Pengembangan Prasarana 
Pertanian 

  

100  57.886.000,00  

  

 14.471.500,00  

  

 14.471.500,00  

  

 14.471.500,00  

  

 14.471.500,00  

  

                 
40.559.550,00  

  

                 
70,07  

 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Prasarana Pendukung 
Pertanian Lainnya 

  

100  57.886.000,00  

  
                 
14.471.500,00    

              
14.471.500,00    

             
14.471.500,00    

              
14.471.500,00    

                                  
40.559.550,00  

  

                 
70,07  
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Pembangunan Prasarana 
Pertanian 

  

100  772.499.989,00  

  

 772.499.989,00  

              

 744.691.300,00  

  

                 
96,40  

 

Pembangunan rehabilitas 
dan pemeliharaan jaringan 
irigasi usaha tani 

  

100  157.500.000,00  

  

 157.500.000,00  

              

                                
157.500.000,00  

  

                
100,00  

 

Pembangunan rehabilitas 
dan pemeliharaan jalan 
usaha tani 

  

100  315.000.000,00  

  

 315.000.000,00  

              

                                
315.000.000,00  

  

                
100,00  

 

Pembangunan rehabilitasi 
dan pemeliharaan prasarana 
pertanian lainnya 

  

100  299.999.989,00  

  

 299.999.989,00  

              

                                 
272.191.300,00  

  

                 
90,73  

 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 
VETERINER   

100  619.160.328,00  

  

 25.043.687,00  

  

 544.029.276,00  

  

 25.043.687,00  

  

 25.043.687,00  

  

 483.885.992,00  

  

                  
78,15  

 

Penjaminan Kesehatan 
Hewan, Penutupan dan 
Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit Hewan 
Menular Dalam daerah 
Kabupaten/Kota   

100  555.782.579,00  

  

 9.199.249,00  

  

 528.184.838,00  

  

 9.199.249,00  

  

 9.199.249,00  

  

 443.536.450,00  

  

                 
79,80  

 

Pengendalian dan 
Penanggulangan Penyakit 
Hewan dan Zoonosis 

  

100  36.796.990,00  

  
                   
9.199.249,00    

                
9.199.249,00    

               
9.199.249,00    

                
9.199.249,00    

                                  
34.255.750,00  

  

                 
93,09  

 

Pembebasan Penyakit 
Hewan Menular dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

100  518.985.589,00  

      
          
518.985.589,00            

                               
409.280.700,00  

  

                 
78,86  

 

Pengawasan Pemasukan 
dan Pengeluaran Hewan 
dan Produk Hewan Daerah 
Kabupaten/kota 

  

100  20.963.000,00  

  

 5.240.750,00  

  

 5.240.750,00  

  

 5.240.750,00  

  

 5.240.750,00  

  

                  
14.470.000,00  

  

                 
69,03  

 

Pemeriksaan Kesehatan 
Hewan dan Produk Hewan 
di Perbatasan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

100  20.963.000,00  

  
                  
5.240.750,00    

               
5.240.750,00    

              
5.240.750,00    

               
5.240.750,00    

                                   
14.470.000,00  

  

                 
69,03  
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Penerapan dan 
pengawasan persyaratan 
Teknis Kesehatan 
Mayarakat Veteriner 

  

100  42.414.749,00  

  

 10.603.688,00  

  

 10.603.688,00  

  

 10.603.688,00  

  

 10.603.688,00  

  

 25.879.542,00  

  

                  
61,02  

 

Pendampingan Unit Usaha 
Hewan dan Produk Hewan 

  

100  42.414.749,00  

  
                
10.603.688,00    

             
10.603.688,00    

            
10.603.688,00    

             
10.603.688,00    

                                  
25.879.542,00  

  

                  
61,02  

 

PROGRAM PENYULUHAN 
PERTANIAN 

  

100  157.949.539,00  

  

 39.487.437,00  

  

 39.487.437,00  

  

 39.487.437,00  

  

 39.487.437,00  

  

 87.728.806,00  

  

                 
55,54  

 

Pelaksanaan Penyuluhan 
Pertanian 

  

100  157.949.539,00  

  

 39.487.437,00  

  

 39.487.437,00  

  

 39.487.437,00  

  

 39.487.437,00  

  

 87.728.806,00  

  

                 
55,54  

 

Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di 
Kecamatan dan Desa 

  

100  107.176.139,00  

  
               
26.794.037,00    

            
26.794.037,00    

           
26.794.037,00    

            
26.794.037,00    

                                   
72.258.152,00  

  

                 
67,42  

 

Pembentukan badan usaha 
milik petani 

  

100  50.773.400,00  

  
                
12.693.400,00    

             
12.693.400,00    

            
12.693.400,00    

             
12.693.400,00    

                                   
15.470.654,00  

  

                 
30,47  

 
 
 



15 

 
 

 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok yang terdiri dari  

masing-masing bidang kerja di lingkungan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.  Kegiatan operasional dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Kepala 

Dinas bersama-sama dengan Sekretaris beserta Kepala  Sub Bagian, Kepala Bidang beserta 

kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

Setiap pimpinan dibidang kerja lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi kerja 

di bawahannya atau pegawai yang membantu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, serta akuntabilitas. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Bagan  dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 
H. Iwan Persada, S.Pt.  
19680103 198903 1 011 

 

SEKRETARIS 
Lukman Effendy, S.Pt, MP  

19651117 198903 1 009 
 

 

Kelompok 
Fungsional 

 
 

Kasubbag Umum & 
Kepegawaian 

 
Fachrudin Azis, S.Pt  

19801202 200903 1 004 

 
 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Keuangan dan Evaluasi  
 

Desy Damayanti,S.Sos  
19751222 200901 2 001 

 

u
b
b
a
g 
P
e
r
e
n
c
a
n
a
a
n
, 
K
e
u
a
n

Kabid Keswan & 
Kesmavet, Pasca 

Panen dan 
Pengolahan Hasil  
Drh. Muhammad 

Taufik  
19700907 199803 1 

010 

u
b
b
a
g 
P
e
r
e
n
c
a

 

 
 

 

 
 Kabid 

Pembibitan, 
Produksi dan 
Pakan Ternak  

Ferry Kusmana, 
SP, MP  

19780714 200801 
1 020 

u
b
b
a
g 
P
e
r
e
n
c
a
n

Kabid 
Kelembagaan 

Usaha Prasarana 
dan Sarana  

Fauzan Riyadi, SP, 
MP 

 19760705 199603 
1 004 

 

 

u
b
b
a
g 
P
e
r
e
n
c
a

Kelompok 
Fungsional 

 
 

Kelompok 
Fungsional 

 
 

Kelompok 
Fungsional 

 
 

UPTD 
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Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut: 

a. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, 

administrasi umum dan kepegawaian serta ketatausahaan. 

b. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbibitan, 

produksi dan pengembangan pakan ternak. 

c. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan 

kesehatan hewan. 

d. Bidang Kesmavet, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan 

pengolahan hasil. 

 
Proses bisnis berupa pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Tanah Laut memiliki  14 jenis pelayanan sebagai produk organisasi, antara lain: 

a. Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan dan Vaksinasi) 

b. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Asal 

Hewan 

c. Pelayanan Pengujian Sampel Penyakit Hewan dan Pengujian Sampel Pangan Asal 

Hewan 

d. Pembinaan dan Pelatihan Peternakan Bagi Kelompok Tani 

e. Pelayanan Pengolahan Data Peternakan Dan Kesehatan Hewan  

f. Pelayanan Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Peternakan 

g. Pelayanan Rekomendasi Usaha Peternakan Dan Permodalan 

h. Pelayanan Bantuan Prasarana dan Sarana Peternakan 

i. Pelayanan Bantuan Penyebaran Dan Pengembangan Ternak 

j. Pelayanan Retribusi Ternak 

k. Pelayanan Reproduksi ternak 

l. Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan 

m. Pelayanan Pengujian Sampel Pakan dan Pengolahan Data Pakan 

n. Pelayanan Peningkatan SDM Petugas Peternakan 
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Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan 

berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2013 unit pelaksana teknis 

di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan  bagi setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan 

transaksi jual beli ternak, Pengguna Fasilitas Pasar Ternak, Jasa Pelayanan 

(Pemeriksaan) Kesehatan Ternak, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar, 

Kebersihan Pasar dan Penanganan Limbah Pasar, Melakukan Pengawasan Terhadap 

Pengeluaran Ternak dan atau Ternak Bibit dari Wilayah Kabupaten Tanah Laut, 

pemotongan hewan ternak dan penanganan daging, melaksanakan pemeriksaan 

hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit 

hewan kepada manusia, dan mendukung secara teknis program kerja Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan di bidang pemasaran dan rumah potong hewan. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan Kecamatan Takisung dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan Kecamatan Batu Ampar yang diatur dalam 

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan 

Kecamatan Panyipatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 tahun 

2015. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan Kecamatan Kurau dibentuk tahun 2020. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan adalah unit pelaksana teknis  di 

lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyaraka veteriner, 

melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan 

kesehatan hewan yang sakit dan mendukung secara teknis program kerja Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pelayanan kesehatan hewan. 

 



 

 

 
 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

 
Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas 

dan Fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya: 

1. Luasnya jangkauan wilayah kerja yang meliputi 11 Kecamatan ( 135 desa dan 
4 kelurahan)  

2. Rasio antara jumlah populasi ternak dengan keberadaan tenaga teknis yang 
belum ideal  

3. Sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan 
Hewan belum memadai 

4. Masih belum optimalnya dukungan anggaran dalam setiap penyusunan 

rencana Kerja  

5. Masih belum terkontrolnya ternak masuk dari luar Kalimantan sehingga 

merupakan ancaman penyebaran penyakit menular. 

6. Sebagian Tingkat Pengetahuan Sikap dan Keterampilan SDM petani ternak 

belum masih rendah. 

 

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 
Dari Analisa permasalahan diatas   diharapkan nantinya   akan  mampu 

mengakomodir semua permasalahan yang terjadi pada Dinas Perternakan dan 

Kesehatan Hewan dan tidak lepas juga dukungan oleh Pemerintahan Daerah  

Kabupaten Tanah Laut yang mampu memberikan masukan dan saran  untuk 

kemajuan  Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan.



 

 

 
 

 

BAB III 

 
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
 

 
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan  

Kabupaten TanahLaut terkait langsung dengan agenda peningkatan indeks 

pelayanan terhadap hewan Ternak 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 
 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perternakan dan Kesehatan 

Kabupaten Tanah Laut ini adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas 

Perternakan dan Kesehatan Hewan dalam memenuhi amanat undang-undang 

serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang termaktub dalam RPJMD 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Adapun sasaran yang ingin dicapai di 

dalam penyusunan Renja di Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 

adalah : 

1. Menurunkan angka kematian pada hewan ternak. 
 

2. Meningkatkan populasi ternak  
 

3. Meningkatkan Nilai Pengawasan Hewan Ternak; 
 

4. Meningkatkan Nilai Sakip Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

BAB IV 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH 

 
 
 

   Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perternakan dan Kesehatan 

Hewan  Kabupaten Tanah Laut berasal dari Dana APBD Kabupaten Tanah 

Laut 2023 terdiri 5 (Lima )  Program, 14 ( Empat belas) Kegiatan, 26 (dua puluh 

enam ) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 

12.450.822.939,- ( Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan  Ratus 

Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan Pagu 

setelah Perubahan sebesar Rp. 12.908.925.058,- ( Dua Belas Milyar Sembilan 

Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Puluh Delapan 

Rupiah ) bertambah sebesar Rp.  458.102.199,- (Empat Ratus Lima  Puluh 

Delapan Juta Seratus Dua Ribu Rupiah ).Seratus Sembilan Puluh Sembilan 

Rupiah) 

Adapun rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipa 

Kabupaten Tanah Laut dapat dirinci dalam program dan kegiatan sebagai 

berikut : 

Tabel Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2023 

   

Kode Rekening Program/Kegiatan 
Pagu Sebelum 

(Rp) 

 
Pagu Setelah  

(Rp) 
 

 
Bertambah/ 
Berkurang 

 3.27.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

9.105.391.702,00 9.105.391.702,00 9.105.391.702,00 
  

3.27.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

19.997.605,00 19.997.605,00 - 

 

3.27.01.2.01.01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

9.998.586,00 9.998.586,00 - 

 

3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.999.019,00 9.999.019,00 - 

 

3.27.01.2.02 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

7.910.999.394,00 7.340.999.395,- (569.999.999) 

 

3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.903.580.282,00 7.333.580.783 569.9999.999 

 

3.27.01.2.02.03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

7.419.112,00 7.419.112,00 - 

 

3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 264.933.334,00 523.894.114,00 258.960.780,00 
 

3.27.01.2.06.01 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

16.411.471,00 16.411.471,00 - 

 

3.27.01.2.06.02 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

19.953.289,00 23.914.000,00 3.950.780,00 

 



 

 

 
 

 

3.27.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.429.510,00 6.429.510,00 - 

 

3.27.01.2.06.05 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

19.539.064,00 19.539.064,00 - 

 

3.27.01.2.06.06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

1.800.000,00 1.800.000,00 - 

 

3.27.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 0 10.000.000,00 10.000.000,00  

3.27.01.2.06.09 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

200.800.000,00 445.800,000.00 245.000.000,00 

 

3.27.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

728.602.469,00 796.720.448,00 68.117.979,00 

 

3.27.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

78.304.700,00 87.304.700,00 9.000.000,00 

 

3.27.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

650.297.769,00 709.415.748,00 59.117.979,00 

 

3.27.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

180.858.900,00 195.135.900,00 14.260.000,00 

 

3.27.01.2.09.01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

29.000.000,00 29.000.000,00 - 

 

3.27.01.2.09.02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

140.770.000,00 155.050.000,00 14.280.000,00 

 

3.27.01.2.09.06 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

11.088.900,00 11.088.900,00 - 

 

 3.27.02 
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN SARANA 
PERTANIAN 

181.252.856,00 235.252.856,00 54.000.000,00 

 

3.27.02.2.02 

Pengelolaan Sumber Daya Genetik 
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro 
Organisme Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

69.972.856,00 123.972.856,00 54.000.000,00 

 

3.27.02.2.02.02 
Peningkatan Kualitas SDG 
Hewan/Tanaman 

69.972.856,00 123.972.856,00 54.000.000,00 

 

3.27.02.2.05 

Pengendalian dan Pengawasan 
Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

111.280.000,00 111.280.000,00 - 

 

3.27.02.2.05.01 
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit 
Ternak 

111.280.000,00 111.280.000,00 - 

 

 3.27.03 
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN 

1.931.049.479,00 2.484.946.608,00 553.897’129,00 

 

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 40.000.000,00 40.000.000,00 - 
 

3.27.03.2.01.03 
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana 
Pendukung Pertanian lainnya 

40.000.000,00 40.000.000,00 - 

 

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.891.049.479,00 2.444.946.608,00 553.897.129.00 
 

3.27.03.2.02.07 
Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 

1.891.049.479,00 2.444.946.608,00 553.897.129.00 

 

 3.27.04 

PROGRAM PENGENDALIAN 
KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN MASYARAKAT 
VETERINER 

1.098.199.148,00 1.152.024.928,00 53.825.780,00 

 

3.27.04.2.01 

Penjaminan Kesehatan Hewan, 
Penutupan dan Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit Hewan Menular 
Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

446.062.246,00 497.638.026,00 51.575.780,00 

 

3.27.04.2.01.01 
Pengendalian dan Penanggulangan 
Penyakit Hewan dan Zoonosis 

36.795.920,00 78.371.710.00 41.575.790,00 

 



 

 

 
 

 

3.27.04.2.01.02 
Pembebasan Penyakit Hewan Menular 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

409.266.326,00 419.266.316,00 9.999.990,00 

 

3.27.04.2.02 
Pengawasan Pemasukan dan 
Pengeluaran Hewan dan Produk 
Hewan Daerah Kabupaten/Kota 

20.956.740,00 20.956.740,00 - 

 

3.27.04.2.02.03 
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan 
Produk Hewan di Perbatasan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

20.956.740,00 20.956.740,00 - 

 

3.27.04.2.03 

Pengelolaan Pelayanan Jasa 
Laboratorium dan Jasa Medik 
Veteriner dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

602.282.309,00 602.282.309,00 - 

 

3.27.04.2.03.02 
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik 
Veteriner 

602.282.309,00 602.282.309,00 - 

 

3.27.04.2.04 
Penerapan dan Pengawasan 
Persyaratan Teknis Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 

28.897.853,00 31.179.030,00 2.250.000,00 

 

3.27.04.2.04.01 
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan 
Produk Hewan 

28.897.853,00 31.179.030,00 2.250.000,00 

 

 3.27.07 
PROGRAM PENYULUHAN 
PERTANIAN 

134.929.754,00 159,950.204,00 25.020.450,00 

 

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 134.929.754,00 159,950.204,00 25.020.450,00 
 

3.27.07.2.01.02 
Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di Kecamatan 
dan Desa 

134.929.754,00 159,950.204,00 25.020.450,00 

 

  12.450.822.939,00 
 
12.908.925.058,00 

450.102. 119,00  

 
 
 
  
 
 
  
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

BAB  V     

PENUTUP 

Atas berkat Allah SWT, maka Rencana Kerja Perubahan 2023 Dinas 

Perternakan dan Kesehatan Hewan telah diselesaikan dan diharapkan akan terus 

berproses melalui dan jadi salah satu bahan rancangan RKPD sampai dengan 

ditetapkannya RKPD tahun 2024, Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Tanah Laut ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam, 

pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja ini disusun 

sehingga hasil pencapaiannya dapat  diukur dan dipergunakan sebagai bahan 

penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Tanah Laut. 

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan  

Kabupaten Tanah       Laut 2023 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, 

bila utamanya semua aparatur di lingkungan Dinas Perternakan dan Kesehatan 

Hewan  Kabupaten Tanah Laut         bekerja dengan dedikasi dan kerja keras yang yang 

dijiwai, digerakkan serta dikendalikan oleh nilai-nilai agama yaitu keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang merupakan motivasi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

 

 
 
 
 


